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PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR & TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,
bahwa pengelolaan kesehatan yang baik akan dapat
mewujudkan derajat kesehatan yang Eetlng_g'i tingginya
sehingga pembangunan kesehatan dapat diwujudkan
bahwa pengelolaan kesehatan di Kabupaten Sclok akan
dapat terwujud apabila didukung oleh lintas sektor dan
integrasi seluruh komponen kesechatan yang dalam suatu
gisten vang saling mendukung dan menunjukan
leeterkaitan;
bahwa perlunya payung hukum vang menjadi pedoman
dalam pengelolaan kesehatan di Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Sistern Kesehatan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 23);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penvakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273); 3
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praltik
Kedokteran [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3063);

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran “Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang MNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 5571);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sehagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang MNomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
MNaomoar 538, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momaor 5679);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara FRepublik Indonesia Tahun
2014 MNomor 298, Tambahan Lembaran Negara Rﬂgpuhlik

Indonesia Nomeor 5607);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan [Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun
2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5612);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan [bukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota
Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka)l di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang. Kabupaten Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4447];

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun -2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 itentang

'Pckerjaan Kefarmasiaan {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor J044);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturann Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
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Menetapkan

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114,

19. Peraturatn Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

tentang Pusat Keschatan Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK

dan
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN

DAERAH,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud:

g2

Dacrah adalah Kabupaten Solok.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Solok.

Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Pemerintah
Kabupaten Solok vang bertanggungjawab
menvelenggarakan kesehatan dalam bidang kesehatan di
Kabupaten Solok.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum
vang dibentuk untuk menvelenggarakan program jagﬂnam

sosial kesehatan.
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Sigtermn Kesehatan Daerah adalab suatu Kesafuan yang
terdini dari berbagai komponen kesehatan yang =aling
bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan
kesehatan daerah.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisilc, mental,
spiritual maupun sosial vang memungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Pembangunan Kesehatan adalah pengelolaan urusan wajib
pemerintahan dibidang kesehatan dan bidang lain vang
terkait kesehatan di Daerah.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan wvang diberikan kepada sesecrang dan atau
badan wusaha dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan atau pelavanan kesehatan yang lain.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau
tempat vang digunakan untuk menvelenggarakan upava
pelavanan  kesehatan batk promotf, kuratif maupun
rehabilitatif vang dilakukan oleh Pemerintahb, Pemerintah
Daerah dan atau masyarakat.

Upava Kesehatan adalah sehap Lkegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan vang dilakukan secara terpadu,
terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk

'pencegaha_n penvakit, peningkatan kesehatan, pengobatan

penvakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah
dan/atau masyarakat.

Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnva disingkat
UKP adalah setiap kegiatan wvang dilalukan oleh swasta,
masyvarakat dan pemerintah, untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan
penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.

Upava Kesehatan Masyarakat yvang selanjutnyva disingkat
UKM adalah setiap kegatan yang dituyjukan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah
dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan

masyarakat.
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Penyalit Menular adalah penyakit vang disebabkan ocleh
agen biologi (seperti virus, bakteri atau parasit), bukan
disebabkan faktor fisik (seperti luka hakar] atau kimia
(seperti keracunan).

Kejadian Luar Biasa vang selanjuinya disingkat KLB adalah
timbulnya atau meningkainya kejadian kesakitan dan atau
kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu
daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan
keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
Wabah adalah kejadian begangkitnya suatu penyakit
menular dalam masyarakat vang jumlah penderitanya
meningkat secara nyata melebihi darn pada keadaan vang
lazim pada wakfu dan daerah tertentu. :

Surveilans adalah pﬁngumpu]aﬂ,lanalisiﬁ‘rl.aﬂ analisis data
secara  terus menerus dan  sistematis yang kemudian
didesiminasikan atau disebarluaskan kepada pihak-pihak
yang bertanggung jawab dalam pencegahan penvakit dan
masalah kesehatan lainnva.

Hencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa vang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat vang disebabkan, haik oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Keschatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu
dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial
sehingea individu tersebut menyadari kemampuan sendiri,
dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif,
dan mampu memberikan kontribus untuk komunitasnya.
Sediaan farmasi adalah obal, bahan obat, obat tradisional,
dan kosmetika.

Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan
yang diperlukan untuk menyelenggarakan  upava
kesehatan. :
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Makanan adalah komoditi yang mempengaruhi kesehatan
masyarakat.

Ohat Tradisional adalah bahan, ramuan bahan atau
sarian/galenik wvang berasal dan tumbuhan, hewan,
mineral atau campurannya vyang digunakan untuk
pengobatan berdasarkan pengalaman furun temurun.

Alat Kesshatan adalah instrumen, aparatur, mesin, implan
vang Ldak mengandung obai vang digunakan untuk
mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan
meringankan penyakit, merawat orang sakit serts
memulihkan kesehatan pada manusia danj/atau untuk
membentuk strukiur dan memperbaiki fungs: tubuh.
Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan
termasuk tenaga kesehatan J str'ateg;is dan tenaga
pendukung,/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja
serta mengabdikan dirinva dalam upava dan manajemen
kesehatan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang vang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan
vang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untul
melakukan upayva keschatan,

Organisasi pr:-:ufesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga
kesehatan yang seprofesi.

Kolegium masing-masing tenaga kKesehatan adalah badan
vang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk setiap cabang
disiplin ilmu kesechatan yang bertugas mengampu dan
meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin  ilmu
tersebut,

Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah,
vang selanjutnva disingkat PPK-BELUD adalah pola
pengelolaan  keuangan vyang memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan prakiek-prakiek

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kcpada
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masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah

pada umumnya.

. Pembiavaan Kesehatan adalah tatanan vang menghimpun

berbagai upava penggalian, pengalokasian dan
pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan
saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat
kesehatan masyarakat yvang setinggi-tingginya,

Manajemen Kesehatan adalah kegiatan oleh perangkat
Daerahh vang diserahi tugas di bidang kesehatan yang
meliputi  perencanaan, pembiayaan, pemasaran sosial,
penyediaan informasi, penyediaan tenaga kesehatan dan
penjaminan mutu agar upayva keschatan menjadi tepat
sasaran, tepat walttu, berhasil-guna dan berdava-guna.
Rumah Sakit Umum Daerah yang untuk selanjutnya
disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah
Arosuka Kabupaten Solok.

Puskesmas adalah faszilitas pelayanan kesehatan yang
menyvelenggarakan upaya kesehatan masyvarakat dan upaya
kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventil untuk
mencapai dersjat keschatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya.

Klinik Pratama adalah klinik wvang menyelenggarakan
pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.

Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan
pelavanan medik spesialistik atau pelavanan medik dasar
dan spesialistik,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APED adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Solok.



BAB 11
SISTEM KESEHATAN DAERAH

Fasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebapai pedoman dalam

pengelolaan kesehatan di daerah.

Pasal 3
Tujuan Sistem Kesehatan Daerah adalah terselenggaranya

pembangunan Kesehatan oleh semua komponen, baik
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, termasuk badan
hukum, badan usaha, dan lembaga swasta seccara sinergis,
berhasil puna dan berdava guna, schingga terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Masal 4
Ruang lingkup Sistem Kesehatan Daerah terdini dari :
a. subsistem upaya keschatan,
b. subsistern pemberdayvaan masyarakat;
c. subsistem pembiavaan kesehatan;
d. subsistem sumber daya manusia kesehatan;

e, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan

S minuman;
f. subsistemn manajemen dan informasi kesehatan;

BAB III
SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pazal 5
Untuk mewujudkan derajat kesehatan vang setinggi-tingginya
3
bagi masvarakat, diselengparakan upava kesehatan yang

terpadu dan menyeluruh dalam bentuls:

9
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a. UKM: dan
b, UKP.

(1)

12]

(3)

1+

(1]

(2]

(3]

Pasal &
Pengelolaan upaya kesehatan dalam  bentuk UKM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
. UKM Tmgkat Pertama,; dan
b. UKM Tingkat Kedua.
UKM Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan pelayanan kesehatan masvarakat
tingkat pertama vang dilaksanakan tenaga kesehatan vang
berkompeten sesuai jeniz upava kesehatan tersebut di
tingkat Puskesmas dan Jaringannyva
UKM Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf b merupakan pelayanan kesechatan masvarakat
tingkat kedua vang dilaksanakan tenaga kesehatan vang
berkompeten sesuai jenis upaya kesehatan tersebut di
tingkat Kabupaten oleh dinas yang mananganl urusan
kesehatan dan UPT penunjang.
UPT Penunjang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
adalah Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) dan Laboratorium
Kesehatan Daerah (Labkesda).

Pasal 7
PEHE&]GI&&H upaya kesehatan dalam bentule UKP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari ;
a. UKP Tingkat Pertama; dan
b. UKP Tingkat Kedua.
UKF Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan pelayvanan kesehatan perorangan yang
bersifat non spesialistik dilaksanakan tenaga kesehatan
vang berkompeten.
UKP Tingkat Kedua sehagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul b merupakan pelayanan kesehatan perorangan yvang
bersifat spesialistik vang dilaksanakan tenaga keschatan
yvang berkompeten.

14



(1]

(2]

Bagian Kedua
Kegiatan UKM dan UKP Tingkat Pertama

Pasgal 8

Pengelolaan Kegiatan UKM Tingkat Pertama terdiri dari

UKM bersifat esensial dan UKM pengembangan,
Pengelolaan UKM esensial terdiri dari :
a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
b. pelayanan kesehatan lingkungan;

pelayvanan KIA-KB vang bersifat UKM;
. pelavanan gizl yang bersilat UKM,

o O T -

pelavanan keperawatan kesehatan masvarakat.

(3] Pengelolaan UKM pengembangan terdiri dari:

(4) Pengelolaan upaya

pelayanan kesehatan jiwa;
. pelayanan kesehatan gigi masyaraleat;
pelayanan kesehatan tradisional komplementer;

pelayanan kesehatan olahraga;

o o g B

pelavanan kesehatan indera;

=
E

pelavanan kesehatan lansia;
g. pelavanan kesehatan kerja; dan

h. pelavanan keschatan lainnva.

dilzkukan melalui kegiatan :

pelayanan pemeriksaan umum;

R

pelayanan kesehatan gigi dan muhat;
pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP,

a n

pelayanan gawat darurat;

pelayvanan gizi vang bersifat UKP;

e R4

pelavanan persalinan;

g. pelavanan rawat map untuk puskesmas

menyediakan pelayanan rawat inap;
h. pelavanan kefarmasian; dan

1. pelayvanan laboratorium.

11

kesehatan  dalam  bentuk

pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan

UKP

yang



(5] Upaya kesehatan dalam bentuk UKM dan UEP harus

dilakukan akreditasi untuk menjamin mutu pelayanan

BAB IV
UEM

Bagian Kesatu
UKM Esensial .

Paragraf 1

Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS

Pasal 9
(1] Pelayvanan promosi kesehatan termasuly-UKS merupakan
kegiatan penvuluhan, edukasi, konseling, pemberdayaan
masvarakat, pelatihan dan advokasi kesehatan termasuk
kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
(2] Kegiatan penyvuluhan, edukasi, konseling keschatan pada
ayat (1) terdin dari :

a. promosi keschatan di sekolah pendidikan dasar;

b. promosi pemberdayaan masvarakat dibidang kesehatan;

¢. penvuluhan kesehatan jiwa masyarakal dan napza;

d. penyvuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan
menyusui;

e. pﬁﬂ};'{ﬂuhaﬂ kesehatan jiwa masyarakat dan napza pada
populasi  beresiko (lansia, anak dan remaja);

f. penvuluhan pada kelompok atau masvarakat tentang
perilalu menjaga kebersithan dir;

g. penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada ibu
hamil, anak balita, anak, remaja, dewasa, lansia
(pendekatan siklus kehidupan),

h. penyvuluhan peningkatan kesadaran masyarakat
tentang lmunisasi;

i. konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak

. 3
rerma)a;

12
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peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat
tentang pencegahan penularan HIV-AIDS dan IMS;
peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat
tentang penyakit diare, tifoid dan hepatitis;

edukasi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan
Anak (PMBA} meliputi AS] dan MP-ASI untuk
balita sehat,balita kurang gizi, dan balita gizi buruk
rawat jalan;

. edukasi dan konseling mengensi pola makan, perilaku

makan dan aktifitas fisik bagi anak usia sekolah;
edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku
makan bagi bumil KEK/Kurus;

konseling Dietetik; dan

kegiatan Edukasi dan Konseling tentang Swamedikasi

dan Penpggunaan Obat.

{3} Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada ayat (1} terdin

dari :

A,

Fu

memotivasi  tokoh masyarakat dalam  pembentukan
kader kesehatan atau pembentukan kelompok wyang
peduli terhadap kesehatan

membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di
masyarakat

penggerakan kelompok masyvarakal dalam pemaniaatan
Posyandu

kegiatan pemberdavaan masyarakal untuk peningkatan
penggunaan obat rasional melalul metode Cara Belajar

Insan Akntl (CBIA}

(4} Kegiatan pelatihan keschatan pada ayat (1) terdiri dari

.

melatih kader kesehatan tentang perawatan din dan
mempraktikkan PHBS;

melatih kader kesehatan dalam  menvampaikan
mnformasi pada kelompok atau masyarakal tentang
perawatan din dan mempraktikkan PHBS di daerah
binaan; dan

melatih Kader tentang Swamedikasi dan Ftn;-;gfmaan
Obat melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBILA).

13
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2]

6]

(7]

(5]

(1]

12)

3]

Kegiatan advokasi kesehatan pada ayat (1) terdin dan :

a. mengadvokasi masyarakat dan lintas terkait dalam
prakiik PHBS dan penanggulangan masalah kesehatan
tertentu; dan

k. adwvokasi tokoh masvarakat dalam membentuk kelompok
swabantu terkait perawatan masalah gizi

Upava kesehatan sekolah meliputi pendidikan kesehatan,

pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah

sehat, vang disebut dengan Tnas UKS.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6]

terdiri  dari upaya promotif/peningkatan  kesehatan,

preventif/pencegahan penvakit, kuratif /pengobatan dan
rehahilitatif/ pemulihan kesehatan,

Pembinaan lingkungan sekolah selWat sebagaimana

dimaksud pada avat (6) dengan melibatkan lintas scktor

terkait dan masyarakat

Paragral 2

Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pasal 10
Pelavanan keschatan lingkungan adalah upaya vang
ditujukan untuk mewwjudkan kualitas lingkungan yang

.H-Ehﬁt_. baile fisik, kimia, biologi, maupun sosial vang

memungkinkan setiap orang mencapal derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya.

Upava kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja,
tempat rekreas:, serta tempat dan fasilitas umum.
Pelavanan kesehatan pada lingkungan sehagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilakukan agar lingkungan bebas
dari unsur-unsur vang menimbulkan gangguan kesehatan,
antara lain :

a. limbah cair;

b. limhah padat:

c. hmbah gas,
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3

d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan
vang ditetapkan pemerintah;

e. hinatang pembawa penyalkit;

f. zat kimia yang berbahiaya,

g. kebisingan vang melebihi ambang batas,

h. radiasi sinar pengion dan non penglon,

i, air vang tercemar;

j. udara yang tercemar; dan.

k. makanan yvang terkontaminasi.

Pemerintah Daerah mengatur, membina dan mengawasi

pengelolaan  kesehatan lingkungan dengan melibatkan

Peranglkat Daerah terkait.

Pemerintah Daerah memberdayakan dan mendorong peran

aktif masvarakat dalam pengelolaan keschatan lingkungan.

Paragrat 3

Pelayanan Kesehatan lbu dan Anak-Keluarga

[L)

(2)

[3)

&

5}

Berencana yang bersifat UKM

Pasal 11
Pelayanan kesehatan ibu adalah pelayanan untuk menjaga
kesehatan ibu agar mampu melahirkan generasi sehat dan
berkualitas serta mengurang angka kematian ibu.
Upaya kesehatan ibu meliputi kegiatan peningkatan,
1:|4.=_-,nn::eg'rsi.l'l.'zi_i:l+ pengobatan dan pemulihan kesehatan ibu.
Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga,
fasilitas, alat, dan obat dalam pengelolaan pelayanan
kesehatan ibu secara aman, bermutu dan terjangkau.
Upava pemeliharaan keschatan bayi dan anak harus
ditujukan uniuk mempersiapkan generasi yang akan
datang vang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk
menurunkan angka kematian bayi dan analk.
Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilalukan sejak anak
masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan

sampai berusia 18 [delapan belas| tahun. i
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[6) Upava pemeliharan kesehatan bayvi dan anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan avat (2} menjadi tanggung
jawab dan kewajiban bersama bag orang tua, keluarga,
masyarakat dan Pemerintah Daerah.

(7] Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu ekskhasif
sejak dilahitkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas
indikasi medis.

(8) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah
Daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara
penuh dengan penvediaan waktu dan fasilitas khusus.

{9} Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada
avat [5) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana
LT

(10) Setiap anak berhak untuk J dapat Hidup. tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

(11} Pelayanan  kesehatan  dalam  Keluarga  Berencana
dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan
usia subur untuk membentuk generasi penerus vang
sehat dan cerdas

(12) Pemmerintah  Daerah bertanggungiawab dan menjamin
‘ketersediaan tenaga. fasilitas pelayanan dan obat dalam
memberikan pelayanan keluarga berencana yvang aman,
bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

{13} Standar pelayanan untuk menjaga kesehatan lbu, Anak
dan Keluarga Berencana berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

(14) Bentuk kegialan pelayanan KIA-KB vang bersifat UKM
adalah sebagai berikut:

a. pelayanan imunisasi di kelompok atau masyarakat;
b. skrining kesehatan siswa sekolah pendidikan dasar; dan
¢. penyuluhan KB sesuai program pemerintah =pad_a

kelompok usia subur atau masyarakat,
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Paragraf 4

Pelayanan Gizi vang Bersifat UKM

Pasal 12

(1) Pelayanan gizi yang bersifat UKM adalah kegiatan
pelayanan gizi yvang diberikan kepada masvarakat yang
bertijuan untuk mengatasi permasalahan gizi yvang ada
dan menjaga agar tetap status gizl masyarakat tetap baik
dan peningkatan mutu gizi masvarakat, .

(2] Kegiatan pelayanan gizi vang bersifat UKM terdiri dari :

a. melakukan deteksi dini/penemuan kasus gizi di
masyarakat;

b. surveillans gizl; dan , s

c. melakukan asuhan keperawatan pada kasus gizi di
kelompok atau masvarakat.

(3} Upaya perbaikan gz dilakukan pada seluruh  siklus
kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut
usia dengan prioritas kepada kelompok rawan :

a. bayi dan balita;
b. remaja perempuan; dan
c. ibu hamil dan ibu menyusul.

(4] Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilakulkan mei:alui'.

a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesual dengan
gizi seimbang:

b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas hsik dan
kesehatan;

c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai
dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan

d. peningkatan sistemn kewaspadaan pangan dan gizi; dan
penanganan kekurangan energi protein ([KEP), anemia
zat besi, gangguan akibat kekurangan zat yodium dan

kelkurangan vitamin A. 2
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Paragraf 5

Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

By

12}

3]

(4]

2]

15)

Pasal 13
Upava pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan
penyakit menular dilakukan melalui kegiatan peningkatan
kesehatan, pencegahan, penyvembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan bagi individu atau masyarakat,
Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan
penyakit menular dilakukan untuk melindungi masyarakat
dari tertularnya penvakit, menurunkan jumlah yang sakit,
cacat dan atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi
dampak sosial dan ekonomi aldbat penyalkit menular.
Upaya sebagaimana dimaksud pada ayal (2] dilaksanakan
dengan berbasis wilayah Puskesmas,
Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dilakukan melalui lintas program dan lintas sektor.
Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan
penvakilt menular dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Standar pelayanan pencegahan, pengendahan dan
pemberantasan  penyakit menular berpedoman pada

peraturan perundang-undangan,

Parapral 6

Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyvarakat

(1]

Pasal 14
Pelayanan Keperawatan Hesehatan Masyaralat
{Perkesmas) merupakan salah satu upava puskesmas vang
mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat
dengan memadukan ilmu/ praktik keperawatan dengan
kesehatan masyvarakat lewat dukungan peran serta akbf
masvarakat mengutamakan pelayanan promotif dan
preventif secara berkesinambungan tanpa mengabgikan
pelayanan lkuratif dan rehabilitatif secara menyulub dan

terpadu,
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(2]

(1]

12]

(3]

4]

Pelavanan Keperawatan kesehatan masvarakat ditujukan
kepada individu, keluarga., kelompok dan masyarakat
untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia
secara optimal sehingga mandiri  dalam upaya

kesehatannya.

Bagian Kedua
UKM Pengembangan

Paragrat 1

Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pasal 15

Upaya kesehatan jiwa dipﬁﬂril.aalkan pada masyarakat yang
mengalami gangguan kesehatan jiwa.
Penanganan pasien dengan gangguan jiwa dilakukan di:
a. fasilitas pelayanan keschatan; dan
b. fasilitas pelayanan di laar sektor kesehatan dan [asilitas

pelayanan berhasis masvarakat,
Fasilitas pelayanan di bidang kesehatan sehagaimana
dimaksud pada avat (2} huruf a menyelenggarakan
pelayanan kesehatan promotif, preventit, kuratif dan
rehabilitatif, meliputi:

a. Puskesmas dan jejaring, klinik pratama dan praktik

dokter dengan kompetensi pelavanan kesehatan jivwa;
b. rumah saldt umuam;
¢. rumah sakit jiwa (dengan rujukan); dan
d. rumah perawatan.
Fasilitas pelayanan di luar sekior kesehatan dan fasilitas
pelayanan berbasis masyarakat, sebagaimana dimaksud
pada ayvat (2) hurmal b melibatkan Perangkat Daerah terkait,
vang meliputi:
a. praktik psikolog;
h. praktik pekerja sosial;
c. panti sosial;
d. pusat kesejahteraan sosial;

e. pusat rehabilitasi sosial;
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(1)

(2]

(3]

T

rumah perlindungan sosial;
pesantren/institusi berbasis keagamaan,
rumah singgah; dan

lembaga kesejahteraan sosial.

5w

Standar pelayanan untuk pasien dengan pangguan jiwa

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Faragraf 2

Felayanan Kesehatan Gigi Masyarakart

Pasal 16

Pelayanan keschatan gigi masyarakat merukapan kegiatan
yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta
mazvarakal  dalam peningkatan " lesehatan gigi
masyarakat,

Sasaran kegiatan pelayanan kesehatan gigi masvarakat
dilaksanakan pada ibu hamil, Balita, PAUD, Lansia
Standar kesehatan gigi masyvarakat berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer

el

_ Pasal 17
Pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan
dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu
pada pengalaman dan keferampilan turun temurun Secars
empiris yang dapat dipertanggungiawabkan dan
diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku  di

masyarakat.

(2) Jenis pelayanan kesehatan tradisional meliputi ;

a. pelavanan kesehatan tradisional empiris adalah
penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan

. o 3
keamanannya terbult secara empins.
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h. pelavanan kesehatan tradisional komplementer adalah
penerapan kesehatan tradisional yvang memanfaatkan
illmu biomedis dan bickultural dalam penjelasannya

serta manfaat dan keamanannya terbulkti secara ilmiah.

(3] pelayanan kesehatan tradisional ntegrasi adalah suatu

(4]

(3]

bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan
pelayanan kesehatan konvensional dengan pelavanan
kesehatan tradisional komplementer, baile bersifat sebagai
pelengkap atau pengganti.

Jenis kegiatan pelayanan kesehatan tradisional lainva
adalah dengan pemaniaatan tanaman obat keluarga
Standar pelayanan pengobatan alternatil dan komplementer

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(&) Tenaga Pengobatr alternatif dan  komplementer yang

(1]

2)

()

()

menjalankan pelayanan  pengobatan  alternatif dan
komplementer wajilh memperoleh tanda terdaftar dari Dinas

Kesehatan,

Paragraf 4

Pelayanan Kegehatan Olahraga

Pasal 18

Upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan

kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat.
Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan upayva dasar dalam meningkatkan prestasi
belajar, kerja, dan olahraga.

Upaya keschatan olahrapa sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latthan fisilk,
dan/fatau oclahraga.

Upaya  kesehatan  olahragae lebih  mengutamakan
pendekatan preventif dan prometif, tanpa mengalgaiks_n

pendekatan kuratif dan rehabilitatif.
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Paragraf 5

Pelayanan Kesehatan Indera

Pasal 19
(1] Pelayanan kesehatan indera adalah upava penanggulangan
gangguan penghhatan dan kebutaan dan/atau upayva
penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian.
{2) Kegiatan pelavanan kesehatan indera melalui penyvuluban,
pencegahan penyakit, deteksi dini, pengobatan serta upaya

rujukan

Paragraf &
Pelayanan Kesehatan Lansia
Pasal 20

(1] Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus
ditijukan untuk menjaga agar telap hidup sehat dan
produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan
martabal kemanusiaarn.

(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut
usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produltif secara
sosial dan ekonomis.

(3) Standar pelayanan untuk menjaga kesehatan lansia

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

FPelayanan Kesehatan Kerja

Pasal 21
{1} Upaya kesehatan kerja adalah upava vang ditujukan untuk
melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari
gangguan kesehatan serta  pengarubh buruk  yang
diakibatkan oleh pekerjaan.
(2] Upaya kesehatan kerja meliputi pekerja di sektor formal

dan informal.
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(3) Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas

kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan penyakit akibat
hubungan kerja vang terjadi di ingkungan kerja.

(4) Standar pelayanan kesehatan kera berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
UKM Tingkat Kedua

Pasal 22

Tugas UKM Tingkat Kedua adalah:

.

[1)

(2

menerima dan menindaklanjui rujukan dari UKM Tingkat
Pertama;

melaksanakan surveilans, pencatatar, dan pelaporan secara
berjenjang; .

memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan
sumber dava manusia kesehatan;

melakukan supervise dan pembinaan terhadap UKM tingkat

pertama; dan

. mengoordinasikan pengelolaan kegiatan dan target kinerja

UKM Tingkat Pertama.

BAE V
UKP

Bagian Kesalu

Pelayanan Keschatan Pemeriksaan Umum

Pasal 23

Pelayanan kesehatan untuk mendiagnosa, melakukan
tindakan pengobatan pada seseorang pasien dilakukan oleh
seorang dokter secara ilmiah berdasarkan temuan-temuan
vang dipercleh selama anamnesis dan pemernksaan,

Pelayanan kesehatan pemeriksaan umum merupakan
bagian dari upaya kesehatan yang dilaksanakan dalam
tingkatan upava sesual dengan kebutuhan medil dan

kesehatan.
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3]

()

(L]

(2]

{3)

(4]

Pelayanan keschatan pemeriksaan umum perorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) adalah

pelayanan kesehatan dimana terjadi kontak secara

perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk meningkatkan, mencegah,

menyembuhkan penvakit dan memulihkan kesehatan.

Pelayanan kesehatan pemeriksaan uUumum perorangan

terdiri dari:

a. pelayanan kesehatan pemeriksaan umum perorangan
tinghkat pertama;

b. pelayanan kesehatan pemenksaan Winum perorangan
tingkat kedua; dan

c. pelayanan kesehatan pemeriksasn umum perorangan

tingkat ketiga. ; =it

Pasal 24
Pelavanan keschatan pemeriksaan umum perorangan
tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan dimana
terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses
awal pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan pemenksaan Wmum perorangan
tngkat pertama memberikan penekanan pada pelayanan
pengobatan, pemulihan  tanpa mengabaikan upaya
peningkatarn dan pencegahan, termasuk di dalamnya
pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat.
Pelayanan kesehatan pemeriksaan umum perorangan
tingkat pertama diselenggarakan oleh tenaga kesehatan
vang dibutubhkan dan mempunyali kompetensi yang
ditetapkan sesuai ketentuan berlaku.
Pelayanan Lkesehatan pemeriksaan umum pPerorangan
tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3
dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik
pemerintah, masyarakal, maupun swastia, meliputi
a. Puskesmas;
b, praktik dokter umum;
c. praktk dokter gig;
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(5]

(&)

(1}

(2]

(3]

(]

e

klinik pratama;
praktik bidan mandir;
nraktik fisioterapis;

praktik keperawatan; dan

ol

. fazilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mengatur distribusi fasilitas kesehatan

perorangan tingkat pertama.

Standar pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama

disusun oleh organisasi profesi kesehatan.

Pasal 25
Pelayanan kesehatan pemeriksaan umum perorangan
tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan spesialistik
vang menerima rujukan dard pelayanan kesehatan
perorangan tingkat pertama, yang meliputi rujukan kasus,
spesimen, dan ilmu pengetahuan serta dapat merujuk
kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujulk,
Pelavanan kesehatan pemeriksasan umum perorangan
tinglkat kedua diselenggarakan berdasarkan kebijakan
pelavanan kesehatan vang ditetapkan oleh Pemerintah
dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah,
organisasi profesi, dan/atau masyarakat.
Pelavanan kesehatan pemenksaan uwmum perorangan
Tingl-:.';t kedua dilaksanakan oleh dokter spesialis atau
dokter vang sudah mendapatkan pendidikan khusus dan
mempunyai izin praktik serta didukung tenaga kesehatan
lainnva vang diperlukan,
Pelayanan keschatan pemeriksaan umum perorangan
tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik
pemerintah, masyvarakat, maupun swasta, meliputi :
a. praktik dokter spesialis;
b. praltik dokter gigi spesialis;

c. klinik utams;
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(6]

(¥

(1]

(2]

13}

(4]

(3]

d. rumah sakit umum daerah

Fagilitas pendukung pelavanan kesehatan perorangan

tingkat kedua melipufi :

a. apotik;

b. laboratorium klinik; dan

€. umt radiologi.

Pemerintah Daerah mengatur distribusi:

a. fasilitas kesehatan perorangan tingkat kedua; dan

b. fasilitas pendukung pelayanan kesehatan perorangsn
tingkat kedua.

Standar pelayanan kesehatan pemeriksaan umuam

perorangan tingkat kedua disusun oleh organisasi profesi

kesehatan.

Pasal 26
Pelayvanan kesehatan pemenksaan umum perorangan
tingkat ketiga adalah pelavanan subspesialistik.
Pelayanan kesehatan pemenkssaan umum  perorangan
tingkat ketiga menerima rujukan subspesialistik dard
pelayanan keschatan di bawahnya, dan dapat merujuk
kembali ke fasilitas pelavanan kesehatan vang merujuk.

Pelaksana pelayvanan kesehatan pemernksaan uwmum

perorangan tinghkat ketiga adalah dokter subspesialis atau

dokter “spesialis vang telah mendapatkan pendidikan
khusus atau pelatihan dan mempunyai izin praktik dan
didukung oleh tenaga kesehatan lainnya vang diperlukan,
Pelayanan kesehatan pemeriksaan umum perorangan
tingkat ketipa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik
pemerintah, masyarakat, maupun swasta, mehputi :

a. Rumah Sakit Khusus kelas B dan kelas A;

b. Rumah Sakit Umum kelas B dan kelas A,

Standar pelayanan kesehatan perorangan tingkat ketiga

disusun oleh organisasi profesi kesehatan. ¢
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(2]
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13)

1B)

(1}

Bagian Kedua

Pelayvanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 27
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.
Sasaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah
masyarakat vyang berkunjung ke Puskesmas dengan
indikasi gangguan kesehatan gigi.
Kegiatan vang dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan
gigi dan mulut berupa peningkatan Lkesehatan gigi,
pencegahan penvakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan
pemulihan  kesehatan gigi oleh Pemérintah [Daerah
dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu,
terintegrasi dan berkesinambungan.
Pelavanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan untuk itu.
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan i fasilitas kesehatan perorangan dan
masyvarakat tingkat pertama, kedua dan ketiga.
Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan tenaga,
fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut
dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigl dan
mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh

masyarakat

EBagian Ketiga
Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP

Pasal 28
Pelayanan KIA-KB wyang bersifat UKF adalah kegiatan
pelayanan vang diberikan kepada Ibu, Anak dan Pasangan
Usia Subur vang hersifat perorangan di tingkat per?t&ma

dan kedua
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[2) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga
Berencana bertigjuan untuk meningkatkan pemeliharaan
keschatan ibu dan anak serta peningkatan kesejahteraan
keluarga.

{3} Sasaran vyang hendak dicapai adalah tersedianyva
pelavanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung
oleh peran serta masyarakat dengan perhatian utama
ditnjukan pada pengembangan upaya kesehatan wyang
mempunyai dayva ungkit tinggi terhadap peningkatan
derajat kesehatan.

(4] Kegiatan yang dilaksanalan adalah :

a. pemeriksaan ibu hamil;

b. pertolongan persalinan eoleh Bidan atau tenaga
kesehatan lainnya vang berkompe tenai};::rhidanan;

c. deteksi dan rujukan ibu harﬁllruﬁﬂm.é.ﬁggi;

d. pemberian tablet Fe; dan

e. pelavanan Keluarga Berencana.

Bagian Keempat

Pelayanan Persalinan

Pasal 29
Pelayanan persalinan adalah pelayanan vang diberikan
dimmulai pada kala [ sampai dengan kala IV persalinan

Bagan Kelima
Pelayanan Gizl vang bersifat UKFP

Pasal 30
(1] Pelavanan pizi bertujuan untuk meningkatkan satus gizi
pada masa pertumbuhan.
(2] Sasaran pelayanan gizi adalah peningkatan status g bayvi
dan balita yang ditandai dengan nagar bebas rawan gizi.
(3] Pelayvanan vang diberikan dalam kegiatan Upava Perbaikan
Gixi Masyvarakat adalah
a. pemberian MP-ASI 6-24 Bulan Keluarga Miskin;
b. penanganan Balita Gizi Buruk;
c. pemantauan Pertumbuhan Balita; dan
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(1}

(2]

[3)

(4]

(3]

6)

d. pemberian Kapsul Vitamin A,

Bagian Keenam

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 31
Pelayvanan Gawat Darural (Emergency Care] adalah bagian
dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita
dalam waktu segera {immediately) untuk menvelamatlan
kehidupannya (life saving).
Pelayanan gawat darurat dilakukan di pelayanan
kesehatan tingkat pertama dan kedua.
Pelayanan gawal darurat melavani pelayanan mediz
selama 24 jam.
Pelavanan pada Unit Gawat Dalurat untuk pasien vang
datang akan langsung dilakukan tindakan sesuai dengan

kebutuhan dan prioritasnya.

Bagi pasien vyang tergolong emergency (akut] akan
langsung dilakukan tindakan menvelamatkan jiwa pasien
(life saving).

Bagl pasien yang tergolong tdak akut dan gawat akan
dilakukan pengobatan sesual dengan kebutuhan dan
kasus masalahnya vang sefelah itu akan dipulangkan

kerumah.

Bagian Ketujuh

Pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan

(1]

12}

pelayanan rawat inap

Pasal 32

Puskesmas vang menjadi Puskesmas rawat inap merupakan
Puskesmas yang letaknya strategis terhadap Puskesmas
nonrawat map dan fasilitas pelavanan kesehatan tingkat
pertama disckitarnva, vang dapat dikembangkan menjadi
pusat rujukan antara atau pusat rujukan.

Puskesmas rawat inap harus dilengkapi dengan sumber
dava untuk mendukung pelavanan rawat inap, ;_;-E'ﬂllﬂ_[

dengan ketentuan.
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(3) Kegiatan vang dapat dilakukan pada puskesmas dengan
rawat inap sebagai berikut:

a. merawat penderita yang memerlukan rawat inap secara
luintas sesual standar operasional prosedur dan standar
pelayanan.

b. merawat penderita gawat darurat secara tuntas ataupun
merawat  sementara  dalam  rangka menstabilkan
kondisizebelum dirujuk ke fasilitas kezehatan rujukan,
sesuai  standar operasional prosedur dan standar
pelayvanan.

©. observasi penderita dalam rangka diagnostik,

d. pertolongan persalinan normal dan atau persalinan
dengan penyulit, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan. _

¢, puskesmas kawasan pcrdﬂséan, 1.-‘:.1'.[..';:3-2-1'”1{'ﬂ dan sangat
terpencil yang jauh dan  ryjukan, dapat diber
kewenangan tambahan =sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pelavanan Kefarmasian

Pasal 33
Suatu pelayvanan terhadap permintaan tertulis dokter, dokter
gipi kepada pengelola farmasi untuk menyediakan dan

menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan

yang berlaku

Bagian Kesembilan
Pelayvanan Laboratorium

Pasal 34

Pelayanan Laboratorium melayani pemeriksaan specimen

klinik berupa cairan tubuh, untuk mendapatkan informasi
tentang kesehatan perorangan teratama untuk menunjang
disgniosis penyakit, penyembuhan penyalat, pemulihan

kesehatan, dan deteksi dini keadaan kesehatan seseorang.

30



Bagian Kesepuluh
UPT Penunjang UKM-UKP

Pasgal 35
(1) Sesuai dengan pasal 6 avat (4), sebagai UPT Penunjang,

IFK mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. IFK merupakan UPT penunjang dalam pelaksanaan
kegiatan UKM-UKP tingkat pertama berkaitan dengan
ketersediaan obat-ohatan/bahan kefarmasian,

b. Dalam  pelaksanaan  kegiatannva sebapai UPT
penunjang, IFK harus menyvampaikan laporan
kegiatannya kepada Dinas Kesehatan secara berkala
sesual peraturan yang berlaku.

(2] Sesuai dengan pasal 6 ayat {4}, sebagai UPT Penunjang,

Labkesda mempunyai fungsi sebagai bei‘ﬁiﬁt :

a. melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengujian
Eualitas kesehatan berdasarkan peraturan
perundangan vang berlaku.

b, Dalam  pelaksanaan  kegiatannya  sebagai UPT
penunjang, Labkeszda harus menyvampaikan laporan
kegiatannyva kepada Dinas Kesehatan secara berkala

sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI
SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 36
(1) Sub sistem pemberdayaan masyvarakat adalah pengelolaan
berbagai upaya kesehatan, baik perorangan, kelompok,
maupun masyarakat secara terencana, ferpadu, dan
berkesinambungan,
{2} Tujuan sub sistem pemberdayvaan masyarakat adalah:

a. memnngkatmya kemampuan masyarakat untuk
berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah
kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setap
pembangunan  kesehatan, serta dapat m;njadi
penggerak dalam mewljudikan pembangunan
berwawasan kesehatan.
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b. Terciptanva nagari peduli sehat dalam mewujudkan
Kabupaten Solok yang mandiri dalam bidang kesehatan
dan tercapainya SPM bidang kesehatan.

(3] Peranan pemerintah membuka akses informasi dan dialog,
menyviapkan regulasi, menviapkan masvarakal dengan
membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat
dan dukungan sumber daya untuk membangun
kemandirian dalam upaya kesehatan dan serta mendorong
terbentuknya Upava Kesehatan Bersumberdayva Masyarakat
[UKBM]).

(4] Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan dapat
dengan cara mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan
maupun memberikan informasi kesehatan (promaosi
kesehatan) kepada masvarakat, antara lain Pos Pelayvanan
Terpadu (Posyandu), Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK), Fos
Pemhinaan Terpadu (Posbindu), Posvandu Lansia, Fos
Kesehatan Pondok Pesantren ([Poskestren), Saka Bakt
Husada (SBH) dan kemandinan dalam upaya keschatan.

{5) Pemerintah Daerah bertangsung jawab meningkatkan
pengetahuan dan  ketrampilan pelaksana UKBM/kader
kesehatan,

{6} Pembiayaan dan pemenuhan sarana prasarana UKBM
bersumber dari swadaya masyarakat, kemitraan dengan
dunia usaha, pihak lain vang tidak terikat dan atau
bantuan pemerintah.

(7] Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pengelolaan UKBM,

(8] Arah pemberdayaan masyarakat ke depan adalah
kemandirian individu/kelompok dalam UKM.

BAB VIl
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan UKM

Pasal 37 2
(1) Pembiavaan wuntuk UKM di Puskesmas dan Dinas

Kesehatan adalah:
a2



(2]

(1]

2]

3]

(1)

(2]

a. belanja pegawai bersumber dar APBD;

b. belanja barang dan jasa bersumber dari APBD,

c. belanja modal bersumber dari APBD dan APEN; dan

d. pembiayaan vang bersumber dari APD Nagari.
Pembiayaan untuk UKM dapat bersumber dari

masvarakat/swasta.

Bagian Kedua
Pembiayaan UKP

Pasal 38
Pembiayaan untuk UKP di Puskesmas, RSUD adalah:
a. belanja pegawal bersumber dan APBD,
b. belanja barang dan jasa bersumber dari"APBED; dan
¢. belanja modal bersumber dari APBD dan AFEN.
Pembiavaan untuk UKP di klinik pratama, praktek dokter,
klinik utama, praktek dokter spesialis, rumah sakit swasts
adalah:
a. belanja pegawail bersumber dari masyarakat/swasts;
b. belanja  barang dan  jasa  bersumber — dard
masyarakat/swasta; dan
c. belanja modal bersumber dar masyarakat/swasta.

Pembiayvaan untuk upava kesehatan perorangan dapat

bersumber dari masyarakat/swasta.

Bagian Ketiga
Alokast dan Sumber Pembiayaan lamnva

Pasal 39
Pemerintah Daerah mengalokasikan angparan untuk
kesehalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dard
APBD di luar gaji.
Anggaran  sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dialokasikan untuk UKP dan UKM dengan proporsi vang

seimbang. ?
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(3]

(1)

2]

(3]

(4]

{5)

Selain dari APBD dan APBN, fasilitas pelayvanan UKP/UKM
tingkat pertama dan tingkat kedua dimungkinkan untuk
menerima pembiayaan dari sumber lain yang sah.

Bagian Keempat
Jaminan Kesehatan Daerah

Pasal 40
Petmmerintah Daerah “-'HJi]:I; memberikan perlindungan
terhadap resiko kesehatan bagi masyvarakat miskin dan
fidak mampu wvang belum memiliki jaminan kesehatan
dalam bentuk Jaminan Keschatan Sumbar Sakato [(JKSS),
Jaminan Kesehatan Daerah ditujukan bagi keluarga miskin
dan tidak mampu yang berdomisili di Daerah sesuai

.
Fl

prosedur yvang berlaku.
Pemerintah Daerah menetapkan prosedur dan/fatau kriteria
keluarga miskin dan tidak mampu vang berhak
mendapatkan Kartu Indonesia Sehat.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan dan
validasi data masvarakat miskin membentul tim koordinasi
jaminan kesehatan daerah untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional di daerah,

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan

‘Daerah diatur'dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SUBSISTEM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 41

Pengelolaan sumber dava manusia kesehatan meliputi upava

perencanaan, pengadaan, pengembangan, jenis tenaga

kesehatan, periginan tenaga keschatan, pendayagunaan,
2

pembinaan dan pengawasan muiil.
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Bagian Kedua

Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 42
{1) Dinas Kesehatan menyusun pemetazan rencana kebutuhan
tenaga kesehatan di Daerah berdasarkan:
a. jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah
Daerah;
b. standar ketenagaan menurat jenis fasilitas pelayanan
kesehatan tersebut;
©. jenis, jJumlah, dan distribusi tenaga kesehatan;
d. kemampuan pembiayaan; dan
¢. kebutuhan masyarakat.
(2] Dinas Kesehatan menyusun dan menggsulkan rencana
kkebutuhan tenaga kesehatan.
(3) Dinas Kesehatan merencanakan pengadaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 43
(1) Dinas Kesehatan menyusun dan mengusulkan rencana
kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui
pendidikan dan pelatihan,
(2) Biava untuk pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APED.

Bagian Keempat

Jenis Tenaga Kesehatan

Pasal 44
Jenis Tenaga Kesehatan terdin dan:
4. tenaga medis: dokter, dokter gigi, dokier spesialis, dan
dokter gigi spesialis; ?

h. tenaga psikologi kKlinis: psikologi klinis;
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teniaga keperawatan: perawat;

tenaga kehidanan: bidan;

. tenaga kefarmasian: apoteker dan tenaga teknis

kelarmasian;

tenaga kesehatan masyarakat: penyuluh kesehatan
masyarakat, epidemiolog, entomolog kesehatan administrasi
dan kebijakan kesehatan, tenaga Dbiostatistik  dan
kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan
keluarga;

tenaga kesehatan lingkungan: tenaga sanitasi lingkungan,

dan mikrobiolog kesehatan;

. tenaga gizi: Tenaga Gizi Techrnical Registered Dietisien

[temaga gizi ahli madya gizi) dan Tenaga Gizi Nufrisionis
Registered [tenaga gizil sarjana terapan gizi-dan sarjana gizi);
tenaga keterapian fisik: fisioterapis, ckupasi terapis, terapis
wicara, dan akupunktur;

tenaga keteknisian medis: perekam medis dan informasi
kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayvanan darah,
refraksionis  optisien/optometris, teknisi  gigi, penata

anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiclogis;

. tenaga teknik bhiomedika: radiografer, elektromedis, ahli

teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis,
dan ortotik prostetil;
tenaga keschatan tradisional: tenaga keschatan tradisional

ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan; dan

.tenaga kesehatan lainnva sesual dengan  peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perizinan Tenaga Kesehatan

Pasal 45

(1) Setiap Tenaga Kesehatan wajib memiliki Surat Tanda

Registrasi (STR] wyang diterbitkan oleh konsil/majelis

masing-masing tenaga kesehatan, 7
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2]

(3

(4

(1]

12l

(3]

Melkanisme pengurusan Surat Tanda Registrasi (STE)
sesudal peraturan perundang-undangan.

Setiap Tenaga Kesehatan vang menjalankan praktek, wajib
memiliki izin praktek / izin kerja.

Mekanisme pengurusan izin prakiek/izin kerja sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pengguna tenaga Lkerja WNA  wajib  mengajukan
permohonan izin untuk mengpunakan tenaga kerja asing
kepada Kementenian Tenaga Kerja dan Perangkat Daersh
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenapakerjaan.

Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud: pada ayvat (1),
pengguna tenaga kesehatan merekrut tenagas kesehatan
WHNA,

Tenaga kesehatan WNA mengajukan izin praktek [/ izin
kerja tenaga kesehatan WNA sesual dengan peraturan

perundang-undangan vang berlaku di Indonesia.

Pazsal 47

Pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan tenaga kesehatan

diatur dalam Peraturan Bupat tersendin.

BAR IX

SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN

(1]

Bagian Kesatu

Sediaan Farmasi

Pasal 48
Sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, dan makanan
adalah pengelolaan berbagai upaya wvang menjamin
keamanan, khasiat/manfaat, mutu sedizan farmasi,

perbekalan kesechatan, dan makanan, .
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(2] Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sediaan farmasi
dan perbekalan kesehatan, terutama obat untuk program
kesehatan, obat bagi masyarakat di daerah bencana, dan

obat ezens=ial.

Bagian Kedua

Kewenangan Pengelolaan Sediaan Farmasi

Pazal 49

(1) Apotik, pedagang eceran obat, klinik pratama, klinik utama,
Puskesmas, dan rumah salkit harus memilikl 1zn untule
melakulkan kewenangan pengelolaan sediaan farmasi.

{2} Betiap orang dan/atau badan vang tidak memiliki keahlian,
kewenangan dan izin dilarang mengadakan, menyimpan,
mengolah, mempromosikan, dan mﬂngﬂéﬂkﬁﬂ obat dan
bahan yang berkhasiat obat.

Pasal 50
(1) Apotik, klinik pratama, klinik utama dan instalasi farmasi
rumah salkit harus memiliki apoteker.
{2) Pelaksanaan penvedizan apoteker dilaksanakan sesuad
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

Paszal 51

(1} Dinas Kesehatan menerbitkan izin apotik,

(2] Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap apotik.

(3] Dinas Kesehatan menerhitkan izin produksi Usaha Mikro
Obat Tradisional [UMOT).

(4] Penerbitan izin edar Usaha Milro Obat Tradisional (UMOT)
dilakulkan oleh Badan POM.

Pasal 52
Pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan dan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dalam Pergjuran
Bupat tersendiri.
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Pasal 53
{1} Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memprogramkan
pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat
tradisional.
(2] Dalam rangka  pengembangan dan  pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada avat (1), Pemenntah Daerah

dapat membentuk Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu.

Pasal 54
Sediaan farmasi vang beredar harus memenuhi standar

dan/atau persyaratan yang ditentukan.

Bagian Ketiga
Alat Kesehatan

Pasal 55

(1) Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi produksi alat
kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga [PKRT) kelas 1 (satu) tertentu.

{2) Dinas Kesehatan menerbitkan izin toko alat lkesehatan.

(3} Alat kesehatan wvang digunakan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan harus dilakukan kalibrasi sesuai ketentuan
perundang-undangan vang berlaku,

(4] Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap
kalibrasi alat kesehalan vang digunakan pada f[asilitas
kesehatan.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenal penzinan toko alat
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat
Makanan dan Minuman

Pasal 56
(1] Dinas Keschatan menerhitkan rekomendasi serlifikat
Produksi Industri Rumah Tangga (SFP-IET) pangan industri
rumah tangga dan rekomendasi Sertifikat Laik Higiene

Sanitasi (SLHS) untuk rumah makan dan jasa boga.
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(2]

(3]

(4]

(3}

5]

(1]

(2]

(3]

(1]

Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap maksnan yang beredar di sekolah, institusi dan
masyarakat,

Dinas Kesehatan memberdayakan sekolah, institusi dan
masyarakat agar melakukan pembinaan dan pengawasan
makanan yang beredar di  sekolah, institusi  dan
masyarakat.

Masyarakat berperan serta dalam mengawasi produlsi,
penggunaan, promosi dan peredaran bahan tambahan
makanan yvang berbahaya.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
bahan tambahan pangan berbahaya, Bupati membentuk
tim pengawas terpadu.

Eetentuan lebih lanjut mengenai relkomendasi sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dengan

Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 57
Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi Sertifikat
Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP).
Dinas Kesehatan melakukan pengawasan produk
makanan-minuman industri rumah tangga.
Ketentuan lebih lanjut mengenal rekomendasi sertifikat

.sehagaimana dimaksud pada ayat (1] diatur dengan

Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X

SUBSISTEM MANAJEMEN DAN INFORMAS] KESEHATAN

Pasal 58
Manajemen dan informasi kesehatan adalah pengelolaan
vang menghimpun berbagai upava kebijakan kesehatan,
administrasi kesehatan, pengaturan hulkum kesehatan,
pengelolaan  data dan  informasi kesehatan vang
mendukung subsistemn lainnya guna menjamin t&l‘c.agaj_n}'a

derajat kesehatan masvarakaf vang setinggi-tingginya.
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(2]

(3]

Manajemen kesehatan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) terdiri  dari perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, penganggaran, kelembagaan, hubungan
kenja, pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan
evaluasi.

Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan  hasil pengumpulan dan  pengolahan data
sebagai masukan bagi pengambilan kKepulusan di bidang
kesehatan.

Bagian Kesatu

Manajemen Keschatan

Paragraf 1
Perencanaan .
Pasal 39

Perencanaan scbagaimansa dirnaksud dalam Pasal 58 ayat (2)

terdirt dari:

.

Sistemm  Kesehatan Daerah menjadi  acuan  dalam
penyusunan Rencana Pembangunan .Jangka Panjang
Daerah;

Sistem Kesehatan Daerah menjadi  acuan  dalam
penvusunan Kencana Pembangunan Jangka Mencngah

Daerah Bidang Kesehatan;

. Bistem  Kesehatan  Daerah menjadi acuan dalam

penyusunan HRencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan
Bidang Kesehatan;

Sistern  Kesehatan Daerah menjadi  acuan  dalam
penyusunan program pada  rencana strategis  Dinas
Kesehatan;

Sistern Kesehatan  Daerah menjadi acuan dalam
penyvusunan kegiatan pada rencana kera tahunan Dinas

Kesehatan.

Paragraf 2

Pengorganisasian
Pasal 60 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 avat

(2]

terdin dari:
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a. Dinas Kesehatan sebagai institusi penyelengegara Sistem
Kesehatan Daerah;

b. Dinas Kesehatan adalah penangsungjawab pelaksanaan
otonomi daerah bidang kesehatan di Daerah;

¢, Rumah Sakit kelas D dan kelas C, klinik utama, praktik
dokter spesiali=s dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat
adalah pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tingkat
kedua;

d. Rumah =akit kelas B dan kelas A, adalah pelaksana
pelayanan kesehatan perorangan tingkat ketiga;

e, Apotik, laboratorium klinil, klinik radiologi, klinik fisioterapi
merupakan penunjang pelayanan kesehatan perorangan
tingkat pertama, kedua dan ketiga,

f. Puskesmas adalah pelaksana, pelayanan kesehatan
perorangan tingkat pertama milik Daerah;

g Klinik pratama, praktek dokter adalah pelaksana pelayvanan
kesehatan perorangan tingkal pertama milik swasta;

h. Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu merupakan
pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama milik
Daerah;

i. Penambahan jenis fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
ditetapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan; dan

i. Puskesmas selain sebagai pelaksana pelavanan kesehalan
ﬁerﬂra.ngan ﬁ:tlgkat pertama, juga berperan sebagail
pelaksana pelayanan Kesehatan masyarakat tngkat

pertama.

Paragraf 3

Pengeerakan

Pasal 61
Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
terdiri dan:
a. Puskesmas bertanggung jawab menggerakkan UKF dan

UKM di wilayah kerjanya; dan ¥
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b.

Dinas Kesehatan bertanggung jawab menggerakkan Sistem
Kesehatan Daerah.

Paragraf 4
Penganggaran

Pasal 62

Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2]
adalah sebagail berikut:

a.,

.

Angparan Dinas Kesehatan bersumber dari APBD, APBD
Provinsi, dan APBN;

Anggaran RSUTY hersumber dari APBED, APBN dan sumber
lain vang sah;

Anggaran Puskesmas bersumber dan APBD, AFPBN dan
sumber lain vang sah; ,

Fasilitas pelavanan kesehatan peETOTANgAN milik
masyarakat/ swasta dapat diberikan hibah dar APEBD
sesual dengan peraturan perundang-undangan; dan

Angpatan Pos Kesehalan Nagari (Poskesri) dibebankan
kepada APB Nagari.

Paragraf 5
Kelembagaan

Pasal 63

Kelembagaan sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 58 avat [2)
terdiri dari;

a,

Unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa
rumah sakit nmum daerah dan pusat kesehatan masvarakat
sebagal unit organisasi bersilat fungsional dan unit layvanan
vang bekerja secara profesional;
Rumah sakit umum daerah bersifat otonom dalam
penvelengegraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis
zserta menerapkan pola pengelolaan kevangan badan layanan
umum daerah;
Fumah sakit umum daerah dalam penyelenggaraan tata
kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dibina dan
bertangpung jawab kepada dinas yvang menyvelenggarakan
Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
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Pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian
laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas vang
menyelenggarakan Urusan  Pemerintahan di  bidang

kesehatan;

. Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis

serta  pertanggungjawaban  dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan;
Instalasi Farmasi Kabupaten dan Laboratorium Kesehatan
Daerah adalah unit kerja strukiural yang berkedudukan
dibawah dinas  vang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesehatan;

Pusat kesehatan masvarakat dipimpin cleh kepala pusat
kesehatan masyvarakat;

kKetentuan lebih lanjut mengenai orgdaiisasi dan tata
hubungan kerja pusat keschatan kesehatan masyarakat
diatur dengan peraturan menteri yang menvelenggarakan
Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan setelah
mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri dan
menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di

bidang aparatur negara;

Paragral 6
Hubungan Kerja

Pasal 64

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat

(2) adalah sebagai berikut:

a.

Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan seluruh
pelaksana pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan
kesehatan masvarakat dalam rangka sinkronisasi target,
monitoring pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
kesehatan;

Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawsasan
terhadap fasilitas pelayvanan kesehatan perorangan dan

b |
pelavanan kesehatan masyarakat;



dl.

Dinas Kesehatan mengkoordinasikan pengumpulan data
kesehatan dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan
perorangan dan pelayvanan kesehatan masyarakat sebagai
dasar untuk pengukuran kinerja, perencanasan, pembinasn
dan pengawasan;

R3UD dan Puskesmas bertanggungjawab kepada Bupat
dalam hal pengelolaan keuangan sesuai peraturan
perundang-undangan apabﬂﬁ telah berstatus PPK BLUD
(Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layvanan Umum Daerah);
ESUD dan Puskesmas bertanggungjawab kepada kepala
Dinas Kesehatan dalam hal pengelolaan tenaga kesehatan;
dan

Jemua fasilitas pelayanan  kesehatan  berkewajiban
menyampaikan laporan pelayanan Kesehatan dan tenaga
kesehatan wvang didayvagunakan di fasilitas kesehatan

kepads Dinas Kesehatan.

Paragrafl 7

Pembinaan dan Pengawasan

Fasal 65

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Paszal 58 ayat (2] adalah sebapai berikut :

=

Dinas Kesehatan hertanggung jawab melakukan pembinaan

dan pengawasan pengelolaan Sistem Kesehatan Daerah;

Dinas Kesehatan bertanggung jawab melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap ftenaga kesehatan dan fasilitas

kesehatan, yaitu:

1. imstrumen pembinaan dan pengawasan adalab standar
pelayanan dan laporan data kesehatan;

2. metode pembinaan dan pengawasan adalah memenksa
kepatuhan [asilitas kesehatan tingkat pertama terhadap

standar dan kepatuhan pelaporan data kesehatan;
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3. memberikan rekomendasi kepada fasilitas kesehatan
tingkat pertama; dan

4, menindaklanjuti penvelesaian rekomendasi.

¢. Dinas Kesehatan dapat melibatkan :

1. Perangkat Daerah terkait dan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM] dalam
melaksanalkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan
Sistemn Kesehatan Daerah; dan

2, organisasl profesi dalam melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas
kesehatan,

d. Dinas Kesehatan dapat melibatkan masyarakat dalam
ranghka pengawasan terhadap pengelolaan Sistemn Kesehatan

Daerah.

¢, Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

d

hurul a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d dilaksanaken sesuai

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Pengendalian

Pasal 66
Perigendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 avat (2)
adalah sebagai berikut:
a. Dinas  Kesehatan  bertangoung  jawab  melakukan
pengendalian kinerja sistem kesehatan daerah;
b. Dinas Kesehatan melakukan pengendalian kinerja sistem
kesehatan daerah melalui:

1. alat kendali adalah Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan, Sustainable Development Goals, status
kesehatan masyarakal dan pelaksanaan jaminan
kesehatan nasional;

2. mekanisme kendali melalui rapat kerja pengendalian
kinema; dan ;
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3. tindak lanjut hasil pengendalian melalul rekomendasi

kepada unit kerja dan penghargaan atau sanksi,

Paragraf 9

Evaluasi

Fasal 67

Dinas Kesehatan bertanggung jawab melakukan evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2] sebagai

berilout:

a.

alat evaluasi berupa target tahunan, proses kinerja sistem
lcezsehatan;

mekanisme evaluasi melalul rapat kerja pyvaluasi bulanan,
triwulan semesteran, tahunan;

tindak lanjut hasil evaluasi yaitu perbaikan proses atau

perbatkan standar lanenja, penghargaan atau sanksi.

Bagian kedua

Informasi Kesehatan

Fasal 68

Pengelolaan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 avat (3) terdiri darn :

a.

Puskesmas bertanggung jawab atas pengelolaan data
kesehatan di wilayah kerjanya;
Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pengelolaan data
kesehatan tingkat kabupaten;
Sebhap fasihtas  pelayanan  kesehatan — berkewajiban
menyampaikan laporan data kegiatan secara periodik
kepada Dinas Kesehatan; dan
Dinas Kesehatan menyediakan sistem terintegrasi apar
terjadi proses analisis vang otomatis dan menghasilkan

informasi sesuai dengan kebutuhan. @
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BAB XI
KONSULTASI DAN KOORDINASI

Pasal 69
Dalam pengelolaan kesehatan pada Sistem Kesehatan daerah,
pemerintah daerah melakukan  berkonsultasi  dengan

pemerintah dan pemenntah provinst,

Pasal 70
(1] Dalam pengelolaan keschatan pada Sistem Keseshatan
Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi
dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
(2] Sistem Keschatan Daerah menduliung pg_!g]g?anaan program

pemerintah di tingkat Pemerintah Daerah.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Paszal 71
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah im, pengelolaan
kesehatan vang telah dilaksanalkan paling lambat 1 (satu)

tahun harus menvesuaikan dengan Peraturan Daerah ind,

- - BAB X1l
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72
Pada =saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang
berkaitan dengan kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini,

atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.
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Pasal 73
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan,

Agar  setlap orang — mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok,

Ditétapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Jawer 2018

BUPATI SOLOK,

S

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 25 Janvari 2018

SERKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

L]
pr—

ASWIEMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018 NOMOR &

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK FROVINSI SUMATERA
BARAT: (6/8/2018}.
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L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR € TAHUN 2018

TENTANG

3ISTEM KESEHATAN DARRAH

UMUM

Dalam rangka pengelolaan Pemerintahan Daerah sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Daerash berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, untuk
mempercepat terwujudnva kesejahteraan masvarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta mas_;r'arakat. -ée}ta peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pengaturan otonomi daerah ini telah diatur dalam Undang-Undang
Momor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang -
undang i pembagian Urusan Pemerintahan dikelompokan dalam Urusan
Pemernntahan Absolut, Urusan Pemernntahan Konkuren, dan Urusan
Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana yvang
menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan, -

Urusan Pemermtahan Wajib (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) vang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar meliputi:

a. pendidikan;

=3

kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang;

perumahban rakyat dan kawasan permukiman;

ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masvarakat; dan

o R

sosial,

Berdasarkan ketentuan i1ni maka urusan  kesehatan sghagai
pelayanan dasar, merupakan kewenangan Pemenntah Daerah yvang bersifat
konkuren yang wajib dilaksanakan.

s
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Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dan pembangunan
nasional pada hakikatnya adalah pengelolaan upaya keschatan untuk
mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat
mewnjudkan derajat keseshatan yang optimal yang besar artinya bagi
pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal
Pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan  kesegjahteraan  keluarga dan  masyarakat dengan
menanamkan kebiasaan hidup sehat. _

Guna mendulkung terselenggaranya pelavanan dasar bidang
kesehatan ini, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur
dalam regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan
Daerah Kabupaten Solok sebagai pedoman dan acuan dalam memberikan
layanan kesehatan. Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daersh ini
juga merupakan Peraturan Daerah indul/ payung bagi Peraturan Daerah
hidang kesehatan. .

Berdasarkan ketentuan Fasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, yang kemudian ditindaklanjut
dengan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah ([SKD,
dinyatakan bahwa Sistem Kesehatan Daerah ini dikelompokkan dalam sub
sistem :

a. subsistern upava kesehatan;

subsistem pemberdayvaan masvarakat;
subsistem pembiayaan kesehatan;
subsistem sumber dava manusia kesehatan;

subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; dan

i =T -

subsistem manajemen dan informas: kesehatan,

Pada era reformasi seperti sekarang, keftika pengelolaan
pemerintahan diarahkan / diorentasikan pada semangat desentralisasi,
Pemerintah Daerah melalui kebijakan otonomi daerah lebih luas diberikan
kesempatan untuk mengurusi rumah tangganya sendiri sehingga diberikan
pula kesempatan yang lebih terbuka dalam penyusunan kebijakan
daerahnya di berbagai bidang kehidupan yang menyentuh kepentingan
masvarakat di daerah. Salah satu kebijakan tersebut vang tercantum dalam
Perda tentang Sistem keschatan Daerah ini adalah tentang Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesda) yvang ditujukan bagi keluarga misi'.'il:t: dan
tidak mampu vang berdomisili di Daerah sesuai prosedur vang berlaku,
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[1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Culkup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Mewujudkan derajar kesehatan masyarakat adalah upayva untuk
meningkatkan keadaan kesehatan vang lebih baik dari sebelumnyva.
Derajat kesehatan vang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada
suaty saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta -'I-';;fmampuan vang
nyata dari setiap orang atau masyarakat. Upaya kesehatan harus selalu
diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat
yang sehat schagai investasi dalam pembangunan dapat hidup
produktif secara sosial dan ekonomis.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
avat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3}
Huruf a
Limbah cair adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan

vang berwujud cair.
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Huruf b
Limbah padat adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan
vang berwujud padat.
Hurufe
Limbah gas adalah sisa dar suatu usaha dan atau kegiatan
vang berwujud gas.
Hurut d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Culup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Radiasi dapat diartikan sebagai energi vang dipancarkan
dalam bentuk partikel atau gelombang.
Radiasi sinar pengion adalah radiasi yang apabila menumbuk
atau menabrak sesuatu, akan muncul pariikel bermuatan
listrik vang disebut ion. Peristiwa terjadinya ion ini disebut
ionisasi. lon ini kemudian akan menimbulkan efek atau
pengaruh pada bahan, termasuk benda hidup.
Radiasi sinar pengion disebut juga radiasi atom atau radiasi
nuklir. Termasuk ke dalam radiasi sinar pengion adalah sinar-
X, sinar gamma, sinar kosmik, serta partikel beta, alfa dan
neutron. -Partikel beta, alfa dan neutron dapat menimbulkan

ionisasi secara langsung.

Meskipun tidak memiliki massa dan muatan listrik, sinar-X,
sinar gamma dan sinar kosmik juga termasuk ke dalam
radiasi pengion karena dapat menimbulkan jonisasi secara

tidak langsung.

Radiasi sinar non-pengion adalah radiasi vang tidak dapat
menimbulkan ionisasi. Termasuk ke dalam radiasi aina.r] non-
pengion adalah gelombang radio, gelombang milkro,

inframerah, cahava tampak dan ultraviolet.
53



Huruf i

Cuknap jelas.

Huraf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Culup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15

Culup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pa=al 21

Culup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas.

W]
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avat [2)
cukup jelas.
avat {3)
cukup jelas
avat (4)
cukup jelas.
ayat (3}
Pemerintah Daerah mengatur distribusi fasilitas kesehatan
perorangan  fingkat pertama sebagal upaya agar pelayanan
kesehatan pada masvarakat merata.
ayat [6)
Yang termasuk organisasi profesi kesehatan adalah:

a. 1D {lkatan Dokter Indonesia);

o

PDGI [Persatuan Dokter Gigi Indonesia); -5
[Al (Tkatan Apoteker Indonesia)l;
PPMI [Persatuan Perawat Nasional Indonesia);

Bl {Ikatan Bidan Indonesia};

I T F

HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesis)
IFI [Ikatan Fisiolterapi Indonesial;

=

FTGMI (Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia);
IROPIN (Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia);
TKATWI [Ikatan Terapis Wicara Indonesia);

[
'

R
1

k. PARI [Perhimpunan Radiografer Indonesia);

L 10T (lkatan ﬂlmfmsi Terapis Indonesial;
PERSAG!I [Persatuan Ahli Gizi Indonesia);

n. PORMIKI (Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan
Informasi Kesehatanj;

o.  PTGI (Persatuan Teknisi Gigl Indonesial;
IKATEMI [Ikatan Elekiromedis Indonesia);

gq. PATELKI (Persatuan Ahli Tehnologi Laboratorium Medik
[ndonesia);

r. [PA] (Tkatan Perawat Anzestes: Indonesia);

5. HAKTI [Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia);

t. IKAFMI (Tkatan Ahli Fisika Medik Indonesia);

u. 0Pl {lkatan Ortotis Prostetis Indonesial;

v. [ITTDI (Tkatan Tehnisi Transfusi Darah Indonesia)l,
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w, PATKI (Perhimpunan Ahli Tehnisi Kardiovasculer Indonesia);
IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesial;
v. FPPKEMI (Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan
Masyvarakat Indonesia);
z. PAEI (Perhimpulan Ahli Epidemiclogi Indonesiay;
aa. [PK {[katan Psikologi Klinis);
aa. HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia); dan
bh. FFKESTRAKI (Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional
Komplementer Indonesia.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Culeup jelas.
Pasal 28
Culup jelas.
Pazal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Culkup jelas.
Pasal 31
Culp jelas.
Pasal 32 _
Culup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Culkup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
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Pasal 239
avat (1)
Cukup jelas.
avat {2)
Yang dimaksud dengan proporsi anggaran seimbang adalah
kesesuaian anggaran UKP dan UKM dengan kebutuhan.,
ayat (3]
cukup jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
cukup jelas.
Pasal 42
ayat (1) . 2
cuknap jelas.
ayat (2)
Dinas Keschatan menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan
tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi PNS dan Non PNS
pada BLUD).
ayat (3}
Culkup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
avat (1)
Surat Tanda Registrasi yvang selanjuinya disingkat STR adalah
bukt tertulis vang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga
Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yvang telah diregistrasi.
avat [2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
avat (4]
Cukup jelas.
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Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Culcup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
avat (1)
Cukup jelas.
ayat (2}
Cukup jelas.
ayat (3}
Usaha Mikro Ohat Tradisional vang selanjutnyva disebut UMOT
adalah usaha vang hanva membuat sediaan obat tradisional dalam
bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
ayat (4
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
ayat (1)
Cukup jelas.
avat (2
Unit kerja Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu yang selanjutnya
disingkat FSPJ adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Sololk di bidang pengembangan tanaman obat,
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
ayat (1}
Perbekalan Kesehatan Rumah Tanggae (PKRT) adalah alat, bahan,
atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan
kegehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan,

rumah tangga dan fempat-tempat umum.
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ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3]
Culaup jelas.

avat [4)
Cukup jelas.

avat (5]
Cukup jelas.

Pasal 56

avat (1)
SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh
Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah
kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT
dalam rangka peredaran Pangan Produksi IEfF (peraturan Ka
BPOM pedoman pemberian SFP IRT).

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat [3)
Cukup jelas.

avat [4)
Culcup jelas.

avat {5
Cukup jelas.

avat [B)
Culkup jelas.

Pasal 57

avat (1)
SPKP adalah sertifikat yang diberikan kepada
pemilik/penanggungjawab yang telah  lulus  mengikut
Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal
nilai cukup [60).

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukaup jelas.

59
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Pasal 58

Culup jelas.

Pasgal 59

Cukup jelas.

Fasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Culup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Fasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pa=sal 25

Cukup jelas.

Pasal 66

hurufa

Culkup jelas.

hurut b

angka 1

Yang dimaksud dengan Sustainable

Development Goals

1 +9 | ;.: |

adalah pada sidang umum PBB menghasilkan kesepakatan
kepa_la negara dan perwakilan dar 193 negara Perserikatan
Bangsa-Bangsa }[PBB] vang mulal dijalankan pada 25
September 2012, berupa tujuh belas butir fujuan untuk
dicapal pada tahun 2030. Maksud SDGs adalah upaya
untuk melanjutkan tindak
dipublikasikannya Millenium Development Goals (MDGs)
vang telah dilaksanakan dari tahun 2000-2015

lanjut SeCara luas

Tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development
Goals (SDGs) untulk 2016-2030:
1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-
mana
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai kKetahanan pangan dan
peningkatan  gizi, dan per?emiﬁ_n

herkelanjutan

mempromosika



Ln

4.

10.
11.

1.
5

1

16,

Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kescjahteraan
bagi semua segala usia

Menjamin  kualitas pendidikan inklusif, adil dan
mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk
semua

Mencapai kesetarman gender dan memberdayvakan semua
perempuan dan anak perempuan.

Memastikan — ketersediaan  dan pengelolaan yvang
berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua

Menjamin akses keenergi  yang tegangkau, dapat
diandalkan, berkelanjutan, dan modem untuk semua
Mempromosikan pertumbuhan vang berkelanjutan, inklusil
dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kena penuh dan
produktif dan pekerjaan vang layak untuk semua
Membangun  infrastruktur  tangguh, mempromosikan
industralisasi mmslkdusif dan berkelanjutan dan mendorong
IIOVAS]

Mengurangi kesenjangan didalam dan antar nagara
Membuat kota-kota dan pemukiman manusia nklusif,
aman, tangguh dan berkelanjutan

Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan
iklim dan dampaknyva

Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra,
laut - dan sumber dava kelautan untuk pembangunan

berkelanjutan

. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan

berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola
hutﬁn, memerangi desertifikasi, dan menghantikan dan
membalikkan degradasi  lahan dan  menghentikan
hilangnva keanekaragaman hayati

Mempromosikan masvarakat vang damai dan
inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan
akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun

a
institusi vang efektif, akuntabel dan inklusif disemua
tingkatan

&1



17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisas:
kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
angka 2
Cukup jelas.
angka 3
Culup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas,
Pasal 63
Culup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas,
Pasal 70
Cukup jelas. ; ity
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 8l
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